
50 
UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

BAB IV   

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut 

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan 

yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang 

memberatkan dan meringankan, dalam dua putusan tersebut Majelis 

Hakim menjatuhkan hukuman berbeda dikarenakan beberapa faktor. 

2. Bentuk disparitas pidana pada 2 putusan ini dimana pada putusan pertama 

Putusan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str,  terdakwa divonis 

hukuman pidana seperti membersihkan masjid , sekitar 120 jam dalam 

kurun waktu tidak lebih dari 2 hari dan pada putusan kedua Putusan 

Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot terdakwa divonis hukuman penjara 

selama 1 tahun. 

B. Saran 

1. Saran untuk Pemerintah, agar membentuk sistem peradilan yang lebih 

ramah terhadap anak di bawah umur agar tidak menimbulkan trauma 

kepada anak dimasa yang akan datang.  

2. Untuk masyarakat, sering terjadinya kesalah pahaman dimata masyarakat 

terhadap putusan hakim yang berbeda di antara kasus yang sama, oleh 

sebab itu disarankan masyarakat agar lebih paham dengan hukum yang 

ada di Indonesia, agar tidak mudah termakan informasi palsu yang marak 

di kalangan masyarakat sekarang ini, yang memberikan informasi hukum 
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yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih memahami apa itu 

disparitas pidana. 
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